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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Peraturan mengenai hukum Pidana  yang berlaku di Indonesia yang 

terdapat pada hukum materil merupakan warisan dari Belanda pada jaman 

penjajahan. Perkembangan Hukum Pidana dalam perumusan nya saat ini sudah 

ketinggalan dan tidak mengikuti perubahan zaman mempengaruhi hidupnya 

masyarakat di Indonesia. Kebijakan dalam formulasi materil pada perumusannya 

berorientasi pada pelaku tindak pidana. Yang menjadi dasar filosofis nya dibentuk 

kUHP/wetboekvan Strafrecht merupakan liberalisme dan individualisme yang ada 

sejak aliran klasik hingga neo klasik.  

Ketentuan hukum tidak dapat dipisah dengan ketentuan induk  KUHP 

beserta ketentuan UU pidana diluar KUHP.1 Hukum pidana menjadi bagian dari 

sistem hukum atau sistem norma. Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki 

sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (wholism), memiliki beberapa 

unsur (elements), semua elemen saling terkait (relations) dan kemudian 

membentuk struktur (structure). Lawrence W.Friedman membaginya menjadi tiga 

                                                             
1  Barda Nawawi arief, RUU KUHP BARU sebuah Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana 

Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang, 2012 Hlm. 1-2 
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elemen, yaitu elemen struktural (structure), elemen substansi (substance), dan 

elemen budaya hukum (legal culture).2 

 Reformasi/Pembaharuan hukum pidana Indonesia menjadi suatu bahasan 

yang menarik yang dilakukan oleh pakar hukum di Indonesia. Draf peraturan 

Hukum pidana menjadi fokus utama dalam reformasi hukum pidana Indonesia 

yang mengalami perubahan dan peningkatan sesuai dengan itu untuk kepentingan 

umum. Kelanjutan pembaharuan hukum pidana bukan hanya di identikan dengan 

perubahan kuhp, melainkan hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, 

sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.  

Esensi pembaruan hukum bertujuan untuk memperbaharui hukum pada 

suatu sistem hukum agar keempat aspek pokok di atas berada dalam satu kesatuan 

dan memiliki jalinan yang menyatukan serta melandasi pembaharuan  hukum 

pidana di Indonesia. Hal ini berguna untuk mengetahui tujuan bersifat politik saat 

rancangan undang- undang Negara Indonesia  secara nasional dalam merangkum 

setiap aspek masyarakat yang disertai segala bentuk keanegaragaman bangsa 

berdasarkan ideologi bangsa. Yang menjadi pokok pembaharuan hukum pidana 

dibidang sosiologis dengan memperhatikan perubahan nilai- nilai kebudayaan 

yang ada di dalamnya, yang mana mencakup  pandangan kolektif masyarakat 

tentang nilai-nilai yang berlaku3. Membatasi kebebasan hakim dalam 

                                                             
2 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, cet. 7, terj. M. Khozim. 

Nusamedia, Bandung, 2015, Hlm. 12-18 
3 A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, KONSEP PEMBAHARUAN PEMIDANAAN 

DALAM RANCANGAN KUHP,jurnal hukum. Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Udayana, https://www.e-jurnal.com/2014/01/konsep-pembaharuan-pemidanaan-

dalam.html diakses pada 15 Januari 2022 pukul 21.00 WIB. 

 

https://www.e-jurnal.com/2014/01/konsep-pembaharuan-pemidanaan-dalam.html
https://www.e-jurnal.com/2014/01/konsep-pembaharuan-pemidanaan-dalam.html
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mengekspresikan logika-logika hukum terhadap kasus-kasus tertentu akhirnya 

hanya akan menghambat upaya pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, 

walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa 

disertai dengan tanggung jawab secara yuridis 

 RUU KUHP tahun 2019 terdapat suatu pembaharuan konsep dalam 

hukum pidana yang salah satunya “rechterlijke pardon”  ide yang terdapat  pada 

rancangan undang-undang menjadi terobosan baru dimana ide pemaafan oleh 

hakim memiliki cakupan yang mencerminkan nilai-nilai hukum nasional lebih 

berorientasi pada nilai ideologi Pancasila diketahui bahwa sekarang pada kuhp  

tidak mengatur mengenai berlakunya alasan pemaafan hakim pada ketentuan 

umum yang berlaku. Banyak kasus- kasus yang dijatuhkan tidak sesuai dengan 

nilai kemanusian seperti pencurian kakao, sandal, hingga semangka sehingga 

menyentuh hati nurani masyarakat. 

 Rechterlijke pardon atau Pemaafan oleh hakim yang menjadi suatu ide 

baru dan merupakan suatu modifikasi kepastian hukum yang kaku menjadi suatu 

kepastian hukum yang elastis/fleksibel. Berdasarkan contoh perkara-perkara yang 

disebutkan di atas  yang sudah memenuhi unsur delik pidana akan tetapi dalam 

perbuatan hukum pelaku tidak layak untuk dilaksanakannya pemidanaan 

seharusnya konsep rechterlijke pardon menjadi suatu rumusan yang baru dengan 

memungkinkannya ide pemaafan hakim terhadap beberapa perkara yang tidak 

layak dijatuhkan pemidanaan dalam menanggapi kasus-kasus tersebut sehingga 

tujuan dalam melakukan pemidanaan yang merupakan jiwa dari sistem peradilan 
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pidana sebaiknya diatur secara ekplisit.4 Maka konsep ide ini lebih mengutamakan  

keadilan  ketika terdakwa memenuhi semua unsur pembuktian, akan tetapi jika 

dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan, atau dalam 

arti lain jika dijatuhkan pemidanaan maka menjadi suatu perbenturan antara 

kepastian hukum dengan keadilan hukum. 

 Sistem hukum pidana materil dalam konsep RUU KUHP disusun dalam 

berbagai pokok pikiran yang secara garis besarnya  disebut sebagai  ide 

keseimbangan  antara lain5 : 

1) Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan 

“kepentingan individu/perorangan, dalam ide keseimbangan “kepentingan 

umum/individu” itu tercakup juga ide perlindungan/kepentingan korban 

dan ide individualisasi pidana. 

2) Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan lahiriah) dan 

“subjektif (orang/batiniah/sikap batin). 

3) Kesimbangan antara kriteria “formal” dan “material”. 

4) Keseimbangan antara kepastian hukum, elastisitas hukum, dan keadilan 

hukum 

Prof. Barda, mengemukakan pendapat mengenai  Rechterlijk Pardon ini, 

bahwa Putusan pemaafan hakim merupakan kewenangan seorang hakim untuk 

                                                             
4 Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-

Undang Kitab Undang Hukum Pidana, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 

Februari 2012, hlm 86-96. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16143 diakses pada 15 Januari 

2022 pukul 21.30 WIB. 
5Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2003, Hlm 48.  

https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16143
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memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apapun, serta 

diimbangi  dengan  asas “culpa in causa” (atau asas “action libera in causa”) 

maka jika dilihat di poin kempat, harapannya terjadi keseimbangan antara 

kepastian hukum dengan keadilan, dengan adanya pengaturan pemaafan hakim 

harapannya dalam RKUHP nantinya akan selalu mengedepankan keadilan. Jadi, 

kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan 

kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana6 

 Lantas ada pertanyaan yang mendasari “bagaimana jika  terdakwa terbukti 

bersalah secara sah dan diyakinkan melalui  Pasal 183 KUHAP, tetapi Majelis 

Hakim memandang perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak harus dilakukan 

pemidanaan/ Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak 

pidananya? Jawabannya adalah Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan 

suatu putusan tanpa pemidanaan (rechterlijke pardon), menurut Prof. Nico Keizer 

ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan 

tetapi jika diajatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan  

dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan 

antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.7 

 Dalam  RKUHP 2019 versi September memasukkan lembaga pemafaan 

dalam sistem pemidanaan, sesuai Pasal 54 ayat (2) RKUHP : “Ringannya 

perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan 

                                                             
6 Ibid, Hlm 52 
7 Adhery Ardhan Saputro, Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam 

Rancangan KUHP, Lembaga kajian MaPPI, FHUI. hlm 63 

https://media.neliti.com/media/publications/138962-none-8822c2fd.pdf diakses pada 17 Januari 

2022, Pukul 02.00 WIB  

https://media.neliti.com/media/publications/138962-none-8822c2fd.pdf
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perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk 

tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan 

memeprtimbangakan segi keadilan dan kemanusian”berdasrkan peraturan ini 

memberikan kemungkinan yang terbukti bahwa untuk tidak menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa yang telah terukti melakukan tindak pidana , terdapat beberapa 

batasan terhadap penjatuhan putusan yang bersifat rechterlijke pardon : 

1. Ringannya perbuatan;  

2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau; 

3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang 

terjadi       kemudian; dan  

4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan 

Pemaafan hakim menjadi jalan terakhir ketika suatu perkara tidak tersaring 

di tahapan penuntutan dan hakim pemeriksa, sehingga menjadi sebuah pintu 

darurat dengan melihat segala aspek kemanusian dan mempertimbangkan segi 

keadilan. Konsep ini mungkin saja digunakan di Indonesia dikarenakan terdapat 

beberapa putusan yang dirasa telah menggunakan pendekatan Rechterlijke 

Pardon. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 

bahwa Artidjo Alkostar selaku Hakim ketua membebaskan Hendra Saputra yang 

merupakan terdakwa dalam kasus korupsi yang menurut pertimbangan Majelis 
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Hakim Hendra Saputra hanya menjadi boneka saja dan tidak mengambil 

keuntungan apapun dari proyek yang dipermasalahkan8 

 Berdasarkan pemaparan diatas ide  rechterlijke pardon yang ditawarkan 

RKUHP dalam hukum pembaharuan hukum di Indonesia menjadi babak yang 

baru dimana hukum pidana menurut kuhp  bersifat kaku dan mengakibatkan 

nestapa yang artinya tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan 

oleh perkembangan diri si pelaku, sistem pemidanaan ini sangat tidak memberikan 

keleluasaan terhadapat hakim untuk memilih pidana yang cocok pada 

pelaku(kualifikasi pidana) maka bagaimana konsep pemaafan yang harusnya 

pemidaan untuk pembalasan menjadi rechterlijke pardon , dan dalam konsep 

pemaafan hakim ini yang menjadi katup darurat seorang hakim dalam 

memberikan  putusan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara teori absolut dan 

teori rechterlijke pardon.  

Pengaturan mengenai Rechterlijke Pardon di Indonesia saat ini sudah 

disahkan melalui sidang Paripurna DPR RI di akhir tahun 2022 tepatnya pada 

tanggal 06 Desember 2022. selanjutnya terkendala dengan tidak adanya dasar 

hukum atau landasan di dalam KUHAP bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan 

suatu putusan Rechterlijke Pardon yang dimana hanya mengenal jenis menjatuhan 

putusan mengenai aturan formil pidana yaitu adalah penjatuhan putusan pidana, 

lepas dan bebas. 

                                                             
8 Kompas.com, 2021, Diperalat Anak Mantan Mentri, Hendra “Office Boy” dibebaskan,                                                                                          

https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/22/13081601/diperalat-anak-mantan-menteri-

hendra-office-boy-dibebaskan , dikases pada tanggal 20 januari 2022, pukul 15:24 WIB. 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/22/13081601/diperalat-anak-mantan-menteri-hendra-office-boy-dibebaskan
https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/22/13081601/diperalat-anak-mantan-menteri-hendra-office-boy-dibebaskan
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Dari permasalaahan diatas maka penulis melakukan usaha untuk 

mengetahui ide yang ditawarkan dalam rkuhp 2019 yang akan dituangkan dalam 

karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi “Tinjauan yuridis rechterlijke pardon 

dalam RKUHP sebagai alternatif putusan dalam pembaharuan hukum pidana 

Indonesia”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini 

antara lain: 

1. Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam konsep rechterlijke 

pardon sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia? 

2. Bagaimana Keselarasan Tujuan dalam Penegakan Hukum ketika 

rechterlijke pardon sebagai alternatif putusan hakim ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian karya tulis ilmiah ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengamalkan penerapan teori pemidanaan 

dalam konsep rechterlijke pardon 

2. Untuk mengetahui keselarasan tujuan dalam penegakan hukum 

ketika rechterlijke pardon menjadi alternatif putusan hakim 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 Dengan adanya penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis berharap akan 

adanya manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ,manfaat yang dimaksud adalah 

: 

1. Manfaat teoritis 

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta mendapatkan inpirasi, acuan serta masukan bagi penulis 

dan masyarakat,9 agar menambah bahan serta kepustakaan terkhususnya 

dalam bidang hukum pidana terhadap kajian rechterlijke pardon 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan dapat berguna bagi pihak 

yang mencari informasi dari penelitian ini,10 serta berguna menjadi 

motivasi dan masukan untuk para penegak hukum dalam pemenuhan 

unsur keadilan dalam setiap Perkara pidana. 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 Ruang lingkup pada penelitian ini memiliki fokus terhadap kajian di 

bidang hukum pidana serta kaitannya dalam menerapkan konsep rechterlijke 

pardon dalam lingkup pengadilan. 

                                                             
9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2011, Hlm 105. 
10 Ibid, Hlm. 106 
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F.  KERANGKA KONSEPTUAL 

 Secara fundamental kerangka konseptual merupakan suatu proses dalam 

asbstraksi dan hasil pemikirian acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan pada latar 

belakang suatu permasalahan yang didukung oleh bukti serta teori yang aktual 

melalui penelitian terdahulu sehingga memberikan gambaran mengenai 

permasalahan tersebut.11 maka dari itu penulis dalam pengerjaan karya tulis ini 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut: 

1.  Konsep  Pemidanaan 

 Hukum pidana menjadi salah satu bagian dari hukum pada umumnya. 

Hukum pidana hadir untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang telah 

melakukan kejahatan. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum 

pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan ujung 

dari setiap proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah 

melakukan tindak pidana ”A criminal law without sentencing would morely be 

a declaratory system pronouncing people guilty without any formal 

consequences following form that guilt”. Hukum pidana tanpa pemidanaan 

berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap 

kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses 

pelalsanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ”dapat dicela”, maka di sini 

                                                             
11 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Depok, 2020, Hlm. 20 
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pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut12. Teori tujuan 

pidana menghendaki adanya suatu perbaikan terhadap diri manusia terutama 

pada pelaku tindak pidana yang berat maupun pidana yang ringan, adapun 

teori tujuan pemidanaan yang muncul dan berkembang adalah sebagai berikut:  

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan (Vergeldinngs Theorien). 

 Teori ini dicetuskan oleh kent dan hegel disimpulkan bahwa 

dilakukannya pemidanaan disebabkan orang tyang melakukan tindak 

pidana, teori absolut ini dikenal juga dengan teori pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan yang berorientasi pada perbuatan 

kejahatan13, sanksi memiliki tujuan memuaskan tuntutan demi keadilan. 

Menurut Andi Hamzah, dalam teori ini pidana tidak bertujuan untuk 

memperbaiki penjahat14, namun untuk membalas. Pembalasan dibedakan 

menjadi pembalasan subjektif (Pembalasan kepada Kesalahan pelaku) dan 

Pembalasan Objektif (Pembalasan terhadap apa yang diciptakann pelaku 

didunia luar)15 

 b. Teori Relatif / Teori Tujuan (Doel Theorien) 

Teori ini berdasar pada pernyataan bahwa pidana merupakan alat 

untuk menegakkan hukum. Dasar pemikiran ini agar suatu kejahatan 

                                                             
12 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak 

Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, 2006, Jakarta, Hlm. 125 
13 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Elsam, 

Jakarta, 2005, Hlm. 11. 
14 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 27 
15 Ibid, Hlm.31 
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dijatuhi hukuman karena memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk 

perbaikan mental dan dengan tujuan untuk melindungi dan menuju 

kesejahteraan masyarakat16. tujuan utama, yaitu : 

1. Tujuan Preventif (Prevention), bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan terpisah 

dari masyarakat; 

2. Tujuan Menakuti (Detterence), bertujuan unutk menimbulkan 

ketakutan untuk melakukan kejahatan; 

3. Tujuan Perubahan (Reformation), Bertujuan untuk mengubah 

sifat jahat pelaku dengan melakukan pembinaan dan 

pengawasan.17 

c. Teori Gabungan / Teori Modern (Vereningings Theorien) 

  Teori ini memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena 

adanya penggabungan prinsip relatif / tujuan dan absolut / pembalasan, 

sehingga mengandung karakter campuran. Teori ini diperkenalkan oleh 

Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:18 

1. Tujuan pidana yang paling utama ialah untuk menghapus 

kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 

                                                             
16 Zainal Abidin, Op.Cit. Hlm.11. 
17 Ibid, Hlm.12 
18 Fitri Wahyuni,Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia,PT.Nusantara Persada 

Utama,Tangerang,2017.Hlm 12. 
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2. Ilmu hukum pidana juga ilmu perundang-undangan pidana 

harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. 

3. Pidana adalah salah satu alat yang dipercaya efektif yang 

digunakan untuk menghapuskan kejahatan di masyarakat. 

Selain pidana masih ada beberapa alat yang harus 

digunakan sejalan dengan penggunaan pidana. 

2. Konsep Rechterlijke Pardon 

 Rechtelijke pardon dapat diartikan dalam garis besar menjadi suatu 

pengampunan atas perbuatan hukum yang melanggar undang-undang dengan 

pembenaran atas dasar kemanusiaan di masyarakat karena berdasarkan 

terminologi “pardon” tidak mengandung arti yang kaku. Apabila dikaji secara 

historis pemidanaan permaafan. Konsep ini sudah berlangsung sejak “code of 

Hammurabi” yang mengatur suatu keseimbangan antara legalitas serta 

kemanusiaan masyarakat.19 Pada masa Romawi pemaafan ini digunakan secara 

sewenang-wenang dan tidak memiliki suatu indikator yang jelas dan dipergunakan 

dalam memperkuat imperium sama seperti di Negara Eropa seperti Belanda, 

Inggris serta Portugal memakai konsep ini, yang kemudian Indonesia menawarkan 

dalam bentuk pembaharuan di dalam rancangan kitab undang-undang hukum 

pidana 2019  pada pasal 54 ayat (2).  

                                                             
19 King, “Hammurabis Code of LSaws”,dalam  KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON 

ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP jurnal oleh Adery Ardhan 

Saputro,hlm64.  http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm.  diakses 14 April 2022. 

http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm
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Di Indonesia Prof. Mardjono Reksodiputro yang menjadi ketua tim 

penyusunan RUU-KUHP 1987-1992 mengatakan bahwa hakim diberikan 

wewenang dalam memberikan maaf apabila terdakwa dianggap sudah tobat serta 

mengakui segala kesalahannya,20 berdasarkan terjemahan yang dilakukan andi 

hamzah dibuku pengantar dalam hukum pidana pada pasal 9a WvS belanda “jika 

hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, 

kepribadian pelaku atau keaadaan-keadaan yang padawaktu perbuatan 

begitupun sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, hakim dapat 

menetukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang 

dijatuhkan”.21 maka konsep rechtelijke pardon menjadi suatu veiligheidsklep 

(pengaman) atau nodeur (pintu darurat) dalam menciptakan fleksibelitas dalam 

pemidanaan. 

3. Konsep Putusan Hakim 

 konsep putusan hakim menjadi suatu puncak dalam tercapai atau tidaknya 

nilai-nilai keadilan; kebenaran yang hakiki; hak asasi manusia; penguasaan dalam 

hukum yang secara mapan; faktual; serta tercerminnya suatu etika,moralitas dari 

hakim dalam menjatuhkan putusan.22 Menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana pasal 1 butir 11 : pernyataan yang hakim ucapkan dalam sidang 

terbuka,yang berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua 

                                                             
20Ibid,Hlm 64  
21  AZ Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam HUKUM PIDANA INDONESIA, 

yarsif watampone, Jakarta, 2010, Hlm.170-171  
22 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,  Hlm.129 
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putusan hakim di pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila 

diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

 Berlandaskan dari visi teoritis serta praktik dapat disimpulkan bahwa 

putusan hakim menurut lilik mulyadi ialah : 

 “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan 

proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar 

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat 

dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”23 

 Pada hakekatnya dalam putusan hakim memiliki dua aliran yang 

mempengaruhi putusan tersebut yakni : 

a. Aliran konservatif merupakan suatu putusan yang berdasarkan semata-

mata hanya melalui ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan 

(hukum tertulis).sifat Aliran ini  berpegang teguh pada aliran legisme 

yang tidak mengakui hukum diluar undang-undang/hukum tertulis, dalam 

aliran ini menganggap hukum identik dengan undang-undang sedangkan 

ilmu pengetahuan dapat menjadi hukum apabila ada undang-undang yang 

merujuknya.24 dalam aliran ini hakim harus menerapkan lex dura tamesti 

                                                             
23   Ibid, Hlm. 131 
24 Josef M Monteiro,”PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI 

INDONESIA”, Jurnal Hukum Pro Justisia.vol,25 No,2 (2007), Hlm 133. 

https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176 diakses pada tanggal 22 Januari 

2022 pukul 01.00 WIB 

https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176
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suntscripta meskipun in concerto rasa keadilan masyarakat maka putusan 

atersebut dinyatakan tidak adil. 

b. Aliran Progresif merupakan suatu putusan yang tidak semata mata dalam 

memberikan putusan hanya berdarkan undang-undang/ketentuan hukum 

yang tertulis akan tetapi hakim diperlukan pengalaman empiris serta 

pengetahuan yang telah dialaminya. Maka hakim dituntut harus mandiri 

dan tidak berpaku pada undang-undang saja hakim harus menjadi otonom 

tidak heterotonom.25 

Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat 

tiga jenis putusan hakim  yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (11)  : 

a. Putusan Bebas (Vrijspraak) apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah 

dan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan 

penuntut umum dalam surat dakwaan maka bebas dari segala tuntutan26 

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) 

merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti akan tetapi bukan 

suatu tindakan pidana maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala 

tuntutan hukum. Merujuk pada pasal 191 ayat (2) KUHAP. 

c. Putusan pemidanaan (veroordeling) apabila terdakwa dinyatakan bersalah 

dan melakukan segala tuntutan dalam dakwaan memenuhi unsur tindak 

pidana maka terdakwa dapat di pidana merujuk pada pasal 193 ayat (1) 

KUHAP.   

                                                             
25 Ibid,Hlm 134 
26 Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya 

Di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 182 
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Konsep pemaafan ini belum diatur dalam putusan hakim akan tetapi dalam 

menuju pembaharuan hukum pidana di Indonesia terdapat pada RUU KUHP yang 

harapnnya adanya harmonisasi dengan memasukaan putusan permaafaan sebagai 

alternatif ketika hakim dalam menjatuhkan putusan dengan dorongan rasa 

kemanusiaan yang menyentuh hati nurani rakyat (hodi mihi Cras tibi) sehingga 

terciptanya hukum yang humanis dan tidak terbentur antara kepastian hukum serta 

keadilan hukum. 

G. METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan penulisan ini dengan judul Tinjauan Yuridis Rechtelijke 

Pardon dalam RKUHP sebagai alternatif  putusan dalam Pembaharuan Hukum 

Pidana di Indonesia penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan karya ini penulis menggunakan jenis penelitian 

yuridis normatif Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian 

hukum kepustakaan yang dilakuakan dengan metode meneliti bahan-bahan 

kepustakaan atau data sekunder belaka.27 

Penelitian ini dilakukan demi mendapatkan bahan-bahan yang 

berupa teori,konsep,peraturan serta asas hukum yang memiliki hubungan 

dengan topik bahasan yang dipilih oleh penulis. Soerjono soekamto 

mengatakan ruang lingkup dalam hukum normatif yakni : 

                                                             
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 13. 
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a. Penelitian asas-asas hukum 

b. Penelitian asas-asas sistematika hukum 

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal 

maupun horizontal 

d. Perbandingan hukum 

e. Sejarah hukum.28 

Harapannya dengan penulisan skripsi ini mampu mengatasi isu 

hukum dan dapat melakukan analisa hukum dan menjadi tolak ukur dalam 

bertindak menciptakan keadilan hukum dalam masyarakat serta Negara. 

2. Jenis dan Bahan Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu 

sumber-sumber kepustakaan (library research), dengan metode pengumpulan 

data kepustakaan, membaca serta pengelolaan penelitian,29 berikut bahan 

penelitian yang terdiri atas :  

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif 

maka bersifat secara mengikat berupa norma hukum (kaidah 

Hukum).Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain : 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

                                                             
28 Ibid, Hlm.14. 
29 Mestika Zed, Metode Penelitian, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 3. 
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4) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019 

(RKUHP) 

5) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

Kehakiman 

6) Peraturan Perundang-undangan terkait 

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan Hukum yang berupa asas-

asas, teori teori hukum, tesis hukum , skripsi hukum,  doktrin dan 

yurisprudensi dari ilmu hukum yang bersifat membantu penjelasan dari 

bahan hukum primer.30 

c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang menjadi 

petunjuk atau menjadi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder31. Bahan yang digunakan penulis terdiri atas: 

a. Kamus Hukum 

b. Ensiklopedia Indonesia 

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

d. Bahan Hukum yang berasal dari Internet yang dapat menjadi 

pedoman bahan penelitian penulis. 

3. Pendekatan Penelitian 

Metode dalam pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi penulis menggunakan penulisan yuridis normatif, dengan 

pendekatan sebagai berikut : 

                                                             
30 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2011, Hlm. 141 
31 Soerjono Soekamto. Sri Mudji.Op.cit. Hlm 13 
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a) Pendekatan Perundang-undangan (statue Approach) 

Pendekatan ini digunakan dengan melakukan peninjauan regulasi 

dan undang undang yang berhubungan langsung dengan isu hukum 

yang sedang diteliti. Statue approach akan membuka kesempatan 

untuk peneliti dalam mempelajari letak konsistensi serta 

kesesuaian undang-undang dengan undang-undang atau regulasi 

lainnya secara horizontal maupun vertikal dalam hierarki 

perundang-undangan, Hasil dari kajian ini merupakan suatu asumsi 

atau dugaan dalam penyelesaian isu yang sedang dihadapi.32 

b) Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakan doktrin doktrin serta pandangan  

yang bergerak di bidang hukum sehingga dalam mengkaji 

pendekatan ini maka peneliti akan mendapatkan pencerahan yang 

bertujuan untuk melahirkan ide-ide serta pemahaman berupa asas-

asas hukum, pengertian hukum yang memiliki relevansi terhadap 

isu yang sedang diteliti dalam konsep konsep hukum. Pemahaman 

tersebut menjadi sandaran peneliti yang bertujuan untuk 

membangun argumentasi hukum peneliti dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum tersebut.33 

 

                                                             
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum-edisi revisi, kencana, Jakarta, 2016, 

Hlm.133-134.  
33 Ibid, Hlm. 135 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui 

cara kolaborasi inventaris peraturan perundang-undangan dengan 

inventaris kepustakaan sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian ini 

menggunakan library research (bahan studi kepustakaan).34 

5. Analisis Bahan Penelitian 

Dalam melakukan analisis bahan penelitian penulis memperoleh 

hasil (dikumpulkan/inventarisasi), dihubungkan atau diolah (dukungan, 

kritik, komentar), penafsiran serta pemberian kesimpulan. Metode 

penelitian normatif ini menggunakan konten analisis dengan memberikan 

penilaian yang mendalam sehingga dapat ditariknya kesimpulan secara 

deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pernyataan yang bersifat 

umum dan diikuti dengan bersifat khusus.35 

6. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan teknik dalam pengambilan bahan hukum maka 

penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif 

yakni metode memasukkan data dari ruang lingkup yang luas menuju 

lingkup yang lebih khusus yang menjadi isu konkrit untuk dibahas.36 

                                                             
34 Mestika Zed, Op.Cit. Hlm. 10. 
35 Bambang Sunggono, Op.Cit. Hlm. 22. 
36Amirudin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2014, Hlm. 18  
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